BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem pengendalian
internal, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel sistem
pengendalian internal memiliki nilai signifikan 0,000 dan nilai koefisien
regresi 0,533. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu sistem pengendalian internal
berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah Kota Makassar artinya hipotesis H1 diterima. Dengan adanya
penerapan sistem pengendalian internal yang baik bertujuan agar terhindar
dari kecurangan yang mungkin bisa terjadi dalam melakukan pelaporan
keuangan agar tercipta laporan keuangan yang andal sehingga semakin

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel
transparansi memiliki nilai signifikan 0,001 dan nilai koefisien regresi

0,140. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan
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bahwa hipotesis kedua yaitu transparansi berpengaruh secara positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar
artinya hipotesis H2 diterima. Pelaksanaan transparansi pada pemerintah
Kota Makassar dengan bantuan oleh teknologi informasi semakin
mempermudah pemerintah dalam melakukan pengumuman kepada publik
mengenai pengelolaan sumber daya publik melalui platform digital.
Sehingga semakin baik pelaksanaan transparansi pemerintah Kota Makassar
maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kota Makassar.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel
kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan 0,000 dan nilai
koefisien regresi 0,330. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka
dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah Kota Makassar artinya hipotesis H3 diterima. Setiap
peran dan fungsi yang dijalankan oleh aparat pegawai Kota Makassar telah
sesuai dengan fungsi akuntansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam
menghasilkan pelaporan keuangan yang baik, pemerintah Kota Makassar
telah memberikan materi pelatihan kepada pegawai dalam pengelolaan
keuangan setiap instansi. Semakin berkompeten sumber daya manusia pada
pemerintah Kota Makassar maka akan semakin berkualitas juga laporan

keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian internal,
transparansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar telah
sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian
ini. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian
internal dan kompetensi sumber daya manusia berada pada interval kelas dengan
kategori sangat setuju dan transparansi berada pada kategori setuju maka adanya
penerapan sistem pengendalian, pelaksanaan transparansi dan adanya sumber daya
manusia yang berkompeten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah Kota Makassar.

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini telah
menunjukkan adanya kesamaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil uji
variabel sistem pengendalian internal selaras dengan penelitian Triyanti (2017),
hasil uji variabel transparansi selaras dengan penelitian Amalia (2017), dan hasil
uji variabel kompetensi sumber daya manusia selaras dengan penelitian Triyanti

(2017), Asril (2017) dan Wardani (2017).

5.2. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan walaupun peneliti
telah mengupayakan sebaik mungkin. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam

penelitian:

1. Adanya kuesioner yang tidak kembali sejumlah 19 kuesioner dari total 156

kuesioner yang disebar. Hal ini disebebkan karena padatnya kegiatan para
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responden seperti tugas ke lapangan dan banyaknya pekerjaan yang

dilaksanakan sehingga kurangnya waktu dalam mengisi kuesioner.

2. Adanya kebijakan pemerintah Kota Makassar kepada setiap OPD untuk
bekerja dari rumah secara terjadwal sehingga beberapa responden tidak

dapat mengisi kuesioner yang disebar di setiap kantor OPD.

3. Jarak kantor antar OPD yang satu dengan yang lain cukup jauh sehingga
dalam penyebarannya cukup menghabiskan banyak waktu menyebabkan

penyebaran kuesioner yang cukup lama.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun beberapa saran yang dapat

diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel atau dapat
menggunakan variabel lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan
apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis. Peneliti juga dapat
menggunkan objek yang berbeda sehingga dapat mengetahui apakah

penelitian ini dapat berpengaruh jika diuji pada objek yang berbeda.

2. Bagi pemerintah Kota Makassar dengan adanya penelitian ini dapat
memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan untuk memperhatikan
faktor seperti sistem pengendalian internal, transparansi serta kompetensi
sumber daya manusia agar dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Diharapkan

juga agar pemerintah Kota Makassar dapat menindaklanjuti laporan hasil
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temuan BPK apabila terdapat ketidakwajaran sehingga dapat dibenahi dan
mampu menciptakan pemerintah yang transparan dalam pengelolaan

keuangan.
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